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PENETAPAN
Nomor 4526/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUCI binti SUDITA, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 03
RT.001 RW. 006 Desa Slendra Kecamatan Gegesik
Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

DULROHIM bin ACIN, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Rawa Badung
RT.001 RW. 007 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung
Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus
2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah
Nomor 4526/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 09 Agustus 2018, telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 20-10-2016, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gegesik Kabupaten Cirebon, dengan wali nikah ayh kandung Penggugat
bernama SUDITA bin TURSIBU, dihadiri beberapa orang saksi yaitu NARITA
bin MUINAH dan DARSONO bin KASMA dengan Mas Kawinnya berupa
uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ijab kabul dibayar

tunai;
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2. Bahwa pada saat nikah telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan
sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada hal-hal yang membetalkan
pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah
mempunyai bukti surat nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, akan
tetapi kantor KUA tersebut tidak mau mengeluarkan bukti surat nikah
tersebut dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak
tercatat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua
Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan
dikaruniai 2 orang anak bernama : Ibrahim, Laki-laki, Lahir tanggal 27 Maret
2017. Abraham, Laki-laki, Lahir tanggal 27 Maret 2017;

5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum
pernah bercerai ;

6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari
tahun 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai
puncaknya pada bulan Juni tahun 2017;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenubhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

8. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan. Berpisah
sejak Juni tahun 2017 karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil,
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sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;
Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (SUCI binti SUDITA) dengan
Tergugat (DULROHIM bin ACIN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober
2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Gegesik Kab. Cirebon;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DULROHIM bin ACIN)
terhadap Penggugat (SUCI binti SUDITA);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut
perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina
rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarabh;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal
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mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina
rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;
Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan
mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut
perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat
pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkara Nomor 4526/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dinyatakan dicabut;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan
dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4526/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 18 September
2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami
Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA,
SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Ketua Majelis
ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. EPOY ROSMANA, SH. YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 235.000,00
4. Biaya Redaksi © Rp. 5.000,00
5. Biaya materai __Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Ketua Majelis
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Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. EPOY ROSMANA, SH. YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 235.000,00
4. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,00
5. Biaya materai _Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. EPOY ROSMANA, SH. YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd
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DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 235.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya materai __Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal
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